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5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan mengenai
pengangkatan anak pada masyarakat Suku Anak Dalam di Desa Mentawak,
Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin. Maka dapat ditarik beberapa

kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor yang melatarbelakangi pengangkatan anak pada masyarakat
Suku Anak Dalam di Desa Mentawak terdiri dari lima faktor, yaitu
kasih sayang, tidak memiliki keturunan, kondisi ekonomi, hubungan
kekeluargaan, serta keinginan memberikan pendidikan dan masa
depan yang lebih baik. Faktor kasih sayang menjadi faktor yang paling
dominan. Hal ini menunjukkan bahwa pengangkatan anak pada
umumnya dilakukan untuk memberikan perlindungan, pengasuhan,
dan kehidupan yang lebih baik bagi anak.

2. Tata cara pengangkatan anak dilakukan melalui empat tahapan adat,
yaitu perniatan dan beserahu, musyawarah adat, menghadap
Tumenggung, serta sidang majelis adat dan penyerahan tanda adat.
Proses tersebut melibatkan orang tua kandung, orang tua angkat,
Tumenggung, tetua adat, dan masyarakat sebagai saksi.

3. Tinjauan Hukum Islam terhadap pengangkatan anak pada masyarakat
Suku Anak Dalam, pengangkatan anak pada dasarnya dapat diarahkan
pada tujuan pemeliharaan, perlindungan, pendidikan, dan
kemaslahatan anak. Pengangkatan anak tidak mengubah nasab anak
kepada orang tua kandung, tidak menimbulkan hubungan mahram
secara otomatis, tidak menjadikan orang tua angkat sebagai wali nasab,
serta tidak menimbulkan hubungan kewarisan secara otomatis antara
anak angkat dengan orang tua angkat. Adapun pemberian harta kepada

anak angkat perlu dibedakan antara hibah, wasiat, dan kewarisan.
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5.2 Saran

1.

4.

Adapun saran penulis kepada Tokoh Adat (Tumenggung serta Tokoh
Adat lainnya) dan masyarakat Suku Anak Dalam di Desa Mentawak.
disarankan agar pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan
hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan negara yang
berlaku, serta tokoh adat turut mengarahkan masyarakat untuk
memproses pengangkatan anak secara resmi di instansi negara.
Adapun saran penulis kepada orang tua angkat dan orang tua kandung
diharapkan agar segera melegalisasi pengangkatan anak melalui
penetapan Pengadilan Agama sesuai dengan aturan pengangkatan
anak yang berlaku, sehingga status hukum anak angkat menjadi jelas
dan terlindungi.

Adapun saran penulis kepada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin serta instansi terkait,
diharapkan dapat memberikan informasi dan pendampingan kepada
keluarga sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing anak,
termasuk memberikan penjelasan mengenai pilihan mekanisme
hukum yang dapat ditempuh apabila diperlukan penguatan status
hukum. Untuk persoalan yang berkaitan dengan perkawinan, wali
nikah, dan hubungan mahram, keluarga dapat berkonsultasi dengan
pihak yang memiliki kewenangan dan kompetensi di bidang tersebut.
Adapun saran penulis kepada peneliti selanjutnya diharapkan dapat
memperluas kajian ke komunitas Suku Anak Dalam atau mualaf adat
lainnya di Indonesia, khususnya melalui penelitian interdisipliner yang
memadukan hukum Islam, adat istiadat, dan ilmu kesejahteraan anak,
serta meneliti dampak psikososial jangka panjang terhadap anak

angkat.
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